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Abstract
This research was conducted with the aim to analyse the implementation of the ac-
countability and transparency financial management which the source stemming from
government. The approach used is a case study of indepth interview from financial
manager, head master, and stakeholders. The results of this research show that first
appeared as constraints and not regulated and obligations of private schools in terms
of taxation. Second, the scale of priority importance of accountability between the
financial manager and head master has different values so as conflicts of interest.
Third, the implementation of transparency development from the publication such as
via the website, call center, facebook. The fourth, the Government has n ot set a stan-
dard policy to use of the grant allocations.
Keywords: Financial management, Accountability, Transparency, Conflicts of Interest.
Abstrak
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan keuangan yang sumbernya berasal dari bantuan
pemerintah serta menemukan hambatan dan kendala teknik. Pendekatan yang
digunakan adalah studi kasus dengan tehnik indepth interview dengan informan
pelaksana teknik keuangan, pengambil keputusan, dan stakeholder. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa pertama, menimbulkan kendala dan hambatan seperti, tidak
diatur hak dan kewajiban sekolah swasta dalam hal perpajakan. Kedua, skala prioritas
tingkat kepentingan akuntabilitas antara bendahara dan kepala madrasah
mempunyai nilai yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan Ketiga,
implementasi transparansi yang sifatnya modern seperti publikasi via website, call
center, facebook. Keempat, kebijakan pemerintah belum mengatur standar pagu
terhadap alokasi penggunaan dana bantuan yang berkaitan langsung dengan
kepentingan siswa dan sifatnya operasional yang dapat mendukung secara tidak
langsung terhadap kepentingan siswa.
Kata kunci: Pengeloalan keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, Konflik Kepentingan.
Pemerintah mengeluarkan program Bantuan
Operasional Sekolah yang bertujuan meri-
ngankan beban biaya pendidikan yang digu-
nakan untuk membiayai kebutuhan sekolah.
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Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 48
tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
yang menyatakan bahwa Pendanaan pendi-
dikan menjadi tanggung jawab bersama anta-
ra pemerintah, pemerintah daerah, dan masya-
rakat. Perwujudan dari peraturan pemerin-
tah ini munculnya bantuan pemerintah bagi
lembaga pendidikan.
Ada beberapa kecenderungan penye-
lewengan pengelolaan bantuan pemerintah
tersebut, seperti munculnya fenomena pem-
beritaan yang mengupas tentang penyele-
wengan bantuan pemerintah. Penyeleweng-
an bantuan operasional sekolah seperti BOS
dan DAK (Dana Alokasi Khusus) oleh pihak
sekolah menjadi sebuah sorotan penting da-
lam sebuah topik dari sebuah stasiun televisi
swasta. Dalam topik ini dikupas bahwa ada
beberapa kasus korupsi pengelolaan dana
BOS sejumlah 44 kasus sebesar Rp10,5 mil-
yar dan DAK sebesar Rp78 milyar. (ICW di-
kutip dari ANTV pada acara “Topik Petang”,
2012).
Faktor yang menyebabkan meningkat-
nya penyelewengan dana BOS1. Pertama
adanya peningkatan jumlah dana BOS yang
diterima oleh pihak sekolah. Pada tahun
2011, sekolah dasar menerima dana BOS
Rp397.000 per murid. Nilai tersebut me-
ningkat menjadi Rp580.000 per murid ta-
hun 2012. Jumlah dana BOS selanjutnya di-
kalikan dengan jumlah murid yang terdapat
disekolah tersebut. Semakin banyak jumlah
murid maka semakin besar pula dana BOS
yang diterima. Sebaliknya, semakin kecil jum-
lah murid maka semakin kecil pula dana BOS
yang diterima dalam tahun tersebut. Kedua,
tidak ada perubahan kualitas tata kelola (go-
vernance) sekolah terutama aspek transpa-
ransi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ter-
sebut terlihat dari juknis (Petunjuk Teknis) da-
na BOS 2012 yang dikeluarkan Kemendik-
bud, bahwa pengelolaan dana BOS sama de-
ngan tahun sebelumnya dan tidak ada per-
ubahan signifikan.
Di sisi lain masih ada kelemahan atau
“penyakit” dalam penggunaan dana BOS di
tingkat sekolah belum juga hilang, yaitu pe-
langgaran alokasi penggunaan dana BOS
untuk gaji guru. Pemerintah menoleransi peng-
gunaan dana BOS untuk gaji guru honorer
maksimum hanya 20% saja, tetapi kenyata-
anya masih banyak sekolah yang menggu-
nakan dana BOS lebih dari 20 % untuk gaji
guru.
Salah satu pertimbangan penelitian ini
dilakukan di lingkungan Kemenag kota Bli-
tar karena kondisi satuan pendidikan dasar
yang akan dijadikan penelitian ini mempu-
nyai karakteristik sekolah umum yang ber-
cirikan khas Islam. Tingkat heterogenitas so-
sio kultural satuan pendidikan di kota Blitar
sangat memungkinkan untuk dijadikan se-
buah penelitian studi kasus. Selain itu, terda-
pat perbedaan status akreditasi di antara sa-
tuan pendidikan akan dapat dijadikan seba-
gai pertimbangan sebuah penelitian studi
kasus. Sehingga dengan pertimbangan ini
memungkinkan peneliti untuk mengadakan
penelitian ini di wilayah kota Blitar.
Dengan pertimbangan tingkat hetero-
genitas sosio kultural tersebut peneliti ingin
melakukan analisis akuntabilitas dan trans-
paransi serta evaluasi implementasi kebija-
kan pengelolaan keuangan terhadap bebe-
rapa Madrasah Ibtidaiyah swasta di kota Bli-
tar yang bersumber dari bantuan pemerintah
yang digunakan untuk operasional sekolah.
1 Agus Rustandi dalam artikel yang berjudul “Dana BOS Triwulan 1 /2012 sudah Bocor 10 persen”
  sebuah blog ICW, Jakarta 15 Februari 2012
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Metode Penelitian
Ditinjau dari tujuannya, studi kasus pe-
nelitian ini menggunakan pendekatan des-
kriptif yang membantu secara tepat peng-
identifikasian kaitan timbal balik yang perlu
dianalisis, bahkan secara kuantitatif. Pema-
haman deskriptif menuntun ke arah perhi-
tungan, penabulasian, dan penguantifikasian
berbagai keputusan. Pendekatan ini digu-
nakan untuk mengidentifikasi tipe peristiwa
yang dapat dikuantikasikan (Yin, 2012: 138).
Berdasarkan kerangka analisis atas, fo-
kus penelitian ini menempatkan analisis akun-
tabilitas dan transparansi pengelolaan keuang-
an sekolah yang berasal dari sumber pen-
danaan BOS. Dalam penelitian ini, penilaian
indikator akuntabilitas dan transparansi di-
munculkan dari hasil wawancara yang men-
dalam (in depth interview) terhadap infor-
man kunci sehingga akan bermunculan indi-
kator akuntabiltas dan transparansi dari sa-
tuan pendidikan. Selanjutnya, indikator akun-
tabilitas hasil temuan tersebut akan diukur un-
tuk menilai tingkat kepentingan informan.
Tiga belas indikator pengelolaan keuang-
an pada petunjuk teknik pelaksanaan BOS
Madrasah Ibtidiyah Swasta (seperti yang te-
lah dijelaskan pada bagian sebelumnya) akan
digunakan sebagai pembanding dari indika-
tor temuan yang berasal dari informan kunci.
Adapun yang menjadi narasumber dalam pe-
nelitian ini adalah: Pertama, Informan dari
satuan pendidikan Perwanida. Pemilihan in-
forman dilakukan dengan judgment sehing-
ga hanya mereka yang ahli yang berkompe-
ten dalam menganalisis tingkat akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan sumber dana
BOS, yaitu pengelola keuangan, (kepala ma-
drasah dan bendahara), stakeholders in-
ternal (yayasan pendidikan), dan stakehold-
ers eksternal (komite sekolah dan manager
BOS di lingkungan Kemenag).
Kedua, Dokumen yang dipakai untuk
mendukung dan menambah bukti dari sum-
ber lain yang bisa menambah rincian spesifik
lain guna mendukung informasi dari sumber
lain seperti APBM (anggaran pendapatan
belanja madrasah) dan dokumen lain yang
mendukung penelitian ini.
Untuk penelitian studi kasus ini, peneliti
menggunakan tiga teknik pengumpulan data,
yaitu observasi, wawancara mendalam (in
depth interview), dan dokumentasi. Dari hasil
wawancara mendalam (in depth interview)
peneliti akan menemukan indikator hasil
temuan informan dari ketiga satuan pendi-
dikan yang sudah terklasifikasikan. Tahap
selanjutnya, informan kunci tersebut diminta
untuk mengisi form AHP (Analytical Hierar-
chy Process) yang digunakan untuk menilai
tingkat kepentingan informan. Untuk mem-
bantu mengarahkan informan memberikan
bobot indikator hasil temuannya, peneliti mem-
buat list indikator hasil temuan tersebut.
Selanjutnya, informan memberikan pe-
nilaian terhadap indikator hasil temuannya de-
ngan mengisi form pembobotan sesuai de-
ngan aturan AHP. Kemudian, hasil penilaian
tingkat kepentingan informan dari setiap sa-
tuan pendidikan akan dapat dievaluasi untuk
diperbandingkan dengan indikator yang ada
pada petunjuk teknik pengelolaan BOS ta-
hun 2012. Demikian pula, bukti rekaman ar-
sip dapat digunakan bersama-sama dengan
sumber informasi lain sehingga rekaman ter-
sebut bisa menjadi objek perolehan kembali
dan dapat digunakan untuk analisis yang le-
bih luas (Yin, 2012:107).
Dalam penelitian ini tingkat validitas in-
ternal mempunyai nilai tinggi karena meng-
ambil data dengan menggunakan data pri-
mer yaitu dengan cara in depth interview. Na-
mun sebaliknya penelitian ini mempunyai
tingkat validitas eksternal yang rendah karena
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tidak mampu digeneralisasikan karena pada
dasarnya tujuan penelitian ini bukan untuk
digeneralisasi tetapi untuk menggali lebih da-
lam sebuah deskripsi permasalahan dari pe-
nelitian multi kasus yang akan mendapatkan
hasil penelitian menjadi semakin jelas dan
terperinci.
Pengukuran validitas penelitian ini meng-
gunakan dua tahap yaitu, menggunakan in-
dikator temuan dengan teknik triangulasi dan
menggunakan bantuan software expert choise.
Teknik triangulasi dalam menguji keabsahan
data dengan pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu. Untuk itu, peneliti dapat me-recheck
temuannya dengan jalan membandingkannya
dengan berbagai sumber, metode, atau teori
(Sugiyono, 2010:461; Moeleong, 2010: 330).
Pengukuran validitas data yang kedua
adalah penggunaan sebuah software expert
choise dalam metode Analytical Hierar-
chy Process yang dapat mengukur indikator
kepentingan informan di satuan pendidikan
dasar yang sudah terklasifikasikan ke dalam
situasi sosial yang lebih sempit di lingkungan
Kemenag kota Blitar. Penggunaan expert
choise dalam penelitian ini dapat memecah-
kan masalah yaitu mengukur konsistensi ja-
waban informan dari indikator hasil temuan
setiap situasi sosial yang terpilih, sehingga da-
pat membantu mengukur tingkat kepenting-
an informan menjadi lebih obyektif.
Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan dua tahap. Pertama teknik ana-
lisis data dengan menggunakan model Huber-
man dan Miles. Kedua menggunakan teknik
analisa AHP (Analytical Hierarchy Process).
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam petunjuk teknik BOS tidak diatur
tentang status bendahara sekolah swasta sa-
ma atau tidak seperti sekolah negeri. Demi-
kian juga, tidak diatur tentang hak dan kewa-
jiban sekolah swasta dalam hal perpajakan
terhadap penggunaan keuangan yang berasal
dari sumber dana BOS. Dalam Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perben-
daharaan negara menyatakan bahwa yang di-
sebut dengan bendahara adalah badan atau
orang (pegawai) yang mengelola uang ne-
gara dan berasal dari kantor atau satuan ker-
ja kementerian atau lembaga atau pemerin-
tah daerah.
Pengertian ini dipertegas dalam ayat 18
bahwa yang dimaksud bendahara pengelu-
aran adalah orang yang ditunjuk untuk me-
nerima, menyimpan, membayarkan, menata-
usahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara atau
daerah dalam rangka pelaksanaan APBN
atau APBD pada kantor atau satuan kerja
kementerian negara atau lembaga atau pe-
merintah daerah.
Dari pengertian undang-undang di atas
menjelaskan bahwa orang atau pegawai yang
mengelola uang Bantuan Operasional Se-
kolah (BOS) yang dikategorikan sebagai ben-
dahara pengeluaran adalah yang berasal dari
kementerian atau lembaga atau pemerintah
daerah. Dengan demikian sekolah swasta,
lembaga pendidikan swasta, pesantren yang
diberikan dana BOS oleh Kementerian Pen-
didikan Nasional tidak wajib memungut pa-
jak-pajak yang harus dipungut bendahara.
Sehingga kewajiban pemungutan pajak oleh
bendahara yang bukan negeri tidak terma-
suk yang ditetapkan dalam undang-undang
tersebut dengan alasan dasar hukum yang
mewajibkan bukan bendahara namun me-
mungut pajak sebagaimana yang dipungut ben-
dahara negeri sampai saat ini belum ada da-
sar hukumnya.
Dari hasil wawancara beberapa infor-
man di atas dapat disimpulkan bahwa imple-
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mentasi akuntabilitas di satuan pendidikan
Perwanida yang dalam hal ini adalah terma-
suk kategori sekolah besar menunjukan bah-
wa sudah ada indikator implementasi akun-
tabilitas seperti di dalam proses penyusunan
awal (RAPBM) sampai menghasilkan sebu-
ah kesepakatan (APBM) yang melibatkan
peran stakeholder artinya pihak yayasan dan
komite diberi kesempatan untuk memberi-
kan usulan terhadap penyusunan progam se-
kaligus penganggarannya. Pihak pelaksana
dan pengelola keuangan beranggapan ketika
laporan pertanggungjawaban satuan pendi-
dikan Perwanida dapat diterima oleh stake-
holder maka pertanggungjawaban tersebut
dapat dikatakan sebuah pertanggungjawab-
an yang akuntabel.
Berdasarkan anggaran pendapatan be-
lanja yang diperoleh peneliti untuk tahun ang-
garan 2010 penerimaan dana BOS dari 721
siswa dengan bantuan sebesar Rp.400.000
per tahun sehingga penerimaan dana BOS se-
besar Rp. 288.400.000 yang dialokasikan
untuk pengeluaran honorarium sebesar
Rp.65.295.840 atau sebesar 23% dari dana
BOS digunakan untuk alokasi anggaran ho-
norarium guru dan pegawai serta pelatih eks-
trakurikuler.
Untuk tahun anggaran 2011 jumlah pe-
nerimaan dana BOS setiap siswa mendapat
bantuan sebesar Rp.400.000 dari 727 siswa
per tahun sehingga penerimaan dana BOS
sebesar Rp. 290.800.000 yang dialokasikan
untuk pengeluaran honorarium sebesar
Rp.72.675.840 atau sebesar 25% dari dana
BOS digunakan untuk alokasi anggaran ho-
norarium guru dan pegawai.
Untuk tahun anggaran 2012 jumlah pe-
nerimaan dana BOS setiap siswa mendapat
bantuan penerimaan dana BOS dari 734 sis-
wa sebesar Rp.580.000 per tahun sehingga
penerimaan dana BOS sebesar Rp.425.720.000
yang dialokasikan untuk pengeluaran honor-
arium sebesar Rp. 179.982.552 atau sebe-
sar 42% dari dana BOS digunakan untuk alo-
kasi anggaran honorarium guru dan pegawai
serta pelatih ekstrakurikuler.
Dari fakta di atas dapat disimpulkan bah-
wa implementasi penggunaan dana bantuan
operasional sekolah di satuan pendidikan Per-
wanida tidak dapat dikatakan mengalami pe-
nyimpangan terutama terhadap alokasi peng-
gunaan honorarium guru dan tenaga kepen-
didikan. Dalam petunjuk teknik BOS tahun
2014 hanya mengatur terhadap penggunan
honorarium guru dan tenaga kependidikan un-
tuk sekolah negeri tidak boleh melebihi 20%
dari jumlah total bantuan operasional sekolah.
Dalam ruang lingkup manajemen ke-
uangan sekolah transparansi berarti keter-
bukaan akan kebijakan keuangan, keterbu-
kaan sumber keuangan dan jumlahnya, ke-
terbukaan penggunaanya serta pertanggung-
jawabannya sehingga akan mempermudah
stakeholder untuk mengetahuinya. Dari in-
dikator keterbukaan informasi publik di atas
salah satu indikator menunjukan bahwa pe-
ngelolaan dan penggunaan dana yang ber-
asal dari anggaran negara atau daerah, sum-
bangan masyarakat wajib menyediakan in-
formasi yang berkaitan dengan hal tersebut.
Satuan pendidikan Perwanida adalah salah
satu sekolah yang bukan negeri yang dapat
dikategorikan sebagai organisasi nonpeme-
rintah yang mendapatkan bantuan operasi-
onal sekolah yang berasal dari anggaran ne-
gara dan anggaran daerah sehingga tidak ter-
lepas dari peraturan kertebukaan informasi
publik.
Indikator kebijakan akuntabilitas meng-
gunakan dasar utama dari petunjuk teknik pe-
ngelolaan keuangan bantuan operasional se-
kolah, sedangkan indikator kebijakan trans-
paransi digali dari sumber informan kunci.
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Setelah indikator ditemukan kemudian diukur
skala prioritasnya berdasarkan persepsi in-
forman kunci. Pengukuran ini bersifat me-
nyilang, artinya informan kunci yaitu, benda-
hara satuan pendidikan diberikan beberapa
indikator yang telah ditemukan sebelumnya
untuk diukur skala prioritasnya. Teknik yang
sama juga diterapkan untuk kepala madra-
sah. Teknik yang ketiga antara bendahara dan
kepala madrasah bersama-sama mengukur
indikator skala prioritas hasil temuan infor-
man kunci tersebut. Teknik ini digunakan pe-
neliti dengan tujuan sebagai bagian dari tri-
angulasi informasi yang diperoleh peneliti.
Beberapa indikator yang muncul ter-
hadap penggunaan keuangan dari dana ban-
tuan operasional sekolah berasal dari bebe-
rapa informan yang berperan sebagai pelak-
sana teknik, pengambilan keputusan, dan stra-
tegi manajemen di satuan pendidikan Per-
wanida.
Hasil temuan in depth interview dari
informan kepala madrasah dan bendahara
Perwanida yang berperan sebagai pelaksa-
na teknik dalam hal ini adalah bendahara BOS
dan bendahara sekolah ditemukan beberapa
informasi terhadap indikator penggunaan ke-
uangan. Hasil beberapa informasi tersebut
dapat direduksi secara ringkas hingga me-
nemukan beberapa indikator akuntabilitas ter-
hadap penggunaan dana BOS Untuk hirarki
kriteria akuntabiltas penggunaan dana BOS
hasil temuan informan kunci seperti yang ter-
dapat pada aliran gambar 1.
Dari hasil temuan beberapa informan
munculah beberapa indikator akuntabilitas
yang digunakan sebagai pengukuran kriteria
yang berfungsi untuk mengukur tingkat ke-
pentingan informan yang berperan sebagai pe-
laksana teknik dan informan sebagai peng-
ambil keputusan dari satuan pendidikan yang
berkategori satuan pendidikan kecil.
Berdasarkan hasil analisis tingkat ke-
pentingan kepala madrasah terlihat bahwa
skala prioritas tertinggi adalah peningkatan
sumber daya manusia. Pengadaan buku teks
 
Penggunaan Dana BOS 
Kegiatan ulangan dan 
ujian 
Kegiatan Pembelajaran 
Langganan Daya dan Jasa 
HR  guru dan TK 
 
Peningkatan SDM 
Buku Teks Pelajaran 
Pembelian ATK 
Gambar 1. Penggunaan Dana BOS
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pelajaran menempati skala prioritas kedua
setelah peningkatan SDM. Tingkat kepen-
tingan honorarium guru dan tenaga kependi-
dikan menempati skala prioritas setelah ke-
giatan pembelajaran. Tingkat kepentingan be-
rikutnya adalah pembelian alat tulis kantor.
Sedangkan skala prioritas selanjutnya, yang
mempunyai tingkat kepentingan yang sama
adalah kegiatan ulangan serta pembayaran
langganan daya dan jasa seperti pembayaran
listrik, telepon untuk operasional, website
dan kelas internet.
Untuk tingkat kepentingan informan ben-
dahara terjadi perbedaan antara tingkat ke-
pentingan pengadaan buku teks pelajaran de-
ngan tingkat kepentingan lainya. Urutan ting-
kat kepentingan berikutnya adalah kegiatan
pembelajaran dan kegiatan ulangan dan uji-
an. Honorarium guru dan tenaga kependi-
dikan menempati tingkat kepentingan beri-
kutnya yang nilai skala prioritasnya tidak jauh
berbeda dengan langganan daya dan jasa.
Skala prioritas pengadaan buku pelajaran dan
peningkatan sumber daya manusia menem-
pati tingkat kepentingan yang terakhir dari be-
berapa tingkat kepentingan yang ditemukan
oleh peneliti.
Muncul perbedaan skala prioritas an-
tara tingkat kepentingan kepala madrasah dan
bendahara dari pengukuran indikator yang
telah ditemukan peneliti yang diukur secara
bersamaan antara kepala madrasah dan ben-
dahara yang ditempatkan dalam ruang dan
waktu yang bersamaan. Skala prioritas ter-
tinggi adalah kegiatan pembelajaran dan ke-
giatan ulangan dan ujian, sedangkan urutan
skala prioritas berikutnya adalah pengadaan
buku teks pelajaran. Langganan daya dan
jasa mempunyai skala prioritas yang hampir
sama dengan pengadaan buku teks pelaja-
ran. Skala prioritas honorarium guru dan te-
naga kependidikan serta pembelian alat tulis
kantor mempunyai nilai kepentingan yang
hampir sama. Urutan tingkat kepentingan yang
mempunyai skala prioritas terakhir adalah pe-
ningkatan sumber daya manusia.
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan
sumber dana yang berasal dari bantuan ope-
rasional di satuan pendidikan Perwanida 54,8%
untuk kepentingan yang berkaitan langsung
dengan siswa seperti: kegiatan pembelajar-
an, kegiatan ulangan dan ujian, pengadaan bu-
ku teks pelajaran. Sedangkan selebihnya se-
besar 45,2% dipergunakan untuk mendu-
kung kegiatan pembelajaran seperti: lang-
ganan daya dan jasa, honorarium guru dan te-
naga kependidikan, pembelian alat tulis kan-
tor dan peningkatan sumber daya manusia.
Dalam petunjuk teknik pengelolaan
BOS tidak diatur secara terperinci mengenai
prosentase penggunaan dana bantuan ini
yang seharusnya dipergunakan untuk kepen-
tingan yang berkaitan langsung dengan ke-
giatan pembelajaran bagi siswa. Dalam pe-
tunjuk teknik BOS tahun 2014 hanya meng-
atur untuk penggunan honorarium guru dan
tenaga kependidikan untuk sekolah negeri
tidak boleh melebihi 20% dari jumlah total
bantuan operasional sekolah. Jika ditinjau
ulang perarturan ini hanya mengikat terha-
dap sekolah negeri saja, artinya sekolah swas-
ta tidak terikat terhadap peraturan ini. Selain
itu, peraturan tersebut hanya mengatur batas
maksimal terhadap tingkat kepentingan ho-
norarium guru dan tenaga kependidikan saja
sedangkan tingkat kepentingan yang lain se-
perti kepentingan yang mendukung secara
langsung terhadap kegiatan proses belajar
siswa belum diatur secara jelas.
Untuk hirarki kriteria transparansi peng-
gunaan dana BOS dari hasil temuan bebe-
rapa informan kunci seperti yang terdapat
pada aliran gambar 2.
Berdasarkan hasil analisis menunjukan
bahwa tingkat kepentingan kepala madrasah
terhadap transparansi pengelolaan keuangan
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yang menempati skala prioritas tertinggi ada-
lah publikasi informasi laporan keuangan ke
walimurid dengan sosialisasi sebelum masuk
tahun ajaran baru. Publikasi informasi lapor-
an keuangan pada walimurid secara tertulis
dalam bentuk lembaran melalui penerimaan
rapor mempunyai skala prioritas kedua. Pu-
blikasi informasi laporan keuangan ke wa-
limurid melalui papan pengumuman dan
publikasi informasi laporan keuangan ke
walimurid yang ditempatkan pada web site
mempunyai nilai kepentingan yang hampir
sama, sedangkan skala prioritas yang terak-
hir adalah publikasi melalui kotak saran, call
center, facebook, twitter yang oleh infor-
man dianggap kurang efektif dalam distribusi
informasi sekolah baik dari pihak internal se-
kolah dan stakeholder.
Hasil pengukuran tingkat kepentingan
informan bendahara madrasah yang meng-
hasilkan skala prioritas berbanding terbalik
dengan kepentingan informan kepala mad-
rasah. Skala prioritas tertinggi adalah pub-
likasi seluruh informasi melalui kotak saran,
call center, facebook, twitter, sehingga da-
pat mempermudah akses informasi. Sama
seperti hasil pengukuran tingkat kepentingan
informan kepala madrasah bahwa publikasi
informasi laporan keuangan pada walimurid
secara tertulis dalam bentuk lembaran me-
lalui penerimaan rapor mempunyai skala pri-
oritas kedua. Publikasi melalui papan peng-
umuman mempunyai skala prioritas ketiga yang
hampir sama dengan skala prioritas publikasi
informasi laporan keuangan dalam bentuk ter-
tulis yang ditempatkan pada web site. Sedang-
kan skala prioritas terakhir adalah publikasi
informasi laporan keuangan melalui sosiali-
sasi sebelum masuk tahun ajaran baru.
Hasil yang berbeda terlihat ketika keter-
bukaan dalam pengelolaan keuangan akan
berbeda tingkat kepentingan antara kepala
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Gambar 2. Transparansi Penggunaan BOS
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madrasah dengan bendahara madrasah yang
memiliki kebijakan yang berbeda dalam peng-
ukurannya dilakukan secara individu. Na-
mun berbeda tingkat kepentingan ketika peng-
ukuran dilakukan secara bersamaan antara
kepala madrasah dan bendahara dalam si-
tuasi sosial yang bersamaan menghasilkan ting-
kat kepentingan dalam satu kolaborasi kebi-
jakan serta kepentingan yang sama.
Berdasarkan hasil analisis terlihat bah-
wa perbedaan antar indikator satu dengan yang
lainnya tidak begitu jauh seperti pada hasil
skala prioritas dari pengukuran sebelumya yang
dilakukan secara individu. Pengukuran ting-
kat kepentingan informan secara bersaman,
realitanya menghasilkan skala prioritas yang
perbedaan indikator kepentingan tersebut ti-
dak cukup begitu besar antara indikator satu
dengan yang lainnya.
Nilai transparansi pada satuan pendi-
dikan Perwanida muncul dari indikator skala
prioritas tertinggi ketika pertanggungjawaban
tersebut di publikasikan pada saat sosialisasi
sebelum tahun ajaran baru sebesar 23,2%.
Publikasi melalui kotak saran call center,
facebook, twitter yang pada dasarnya un-
tuk mempermudah akses informasi mempu-
nyai skala prioritas 22,3%. Indikator terse-
but di atas menggambarkan bahwa nilai ke-
pentingan transparansi dari skala prioritas ter-
sebut di atas tidak begitu besar perbedaan-
nya.
Publikasi informasi laporan keuangan
pada walimurid secara tertulis dalam bentuk
lembaran melalui penerimaan rapor mem-
punyai nilai kepentingan sebesar 20%. Hal
ini menunjukan bahwa antara tingkat kepen-
tingan dari indikator satu dengan lainnya se-
dikit sekali perbedaan skala prioritas dari peng-
ukuran kepentingan informan yang dilakukan
secara bersamaan.
Untuk indikator publikasi informasi la-
poran keuangan pada walimurid yang ditem-
patkan pada web site sekolah menempati
skala prioritas keempat dengan nilai kepen-
tingan sebesar 19,3%. Sedangkan indikator
yang mempunyai skala prioritas terakhir ada-
lah publikasi informasi laporan keuangan pa-
da walimurid secara tertulis melalui papan peng-
umuman sekolah yang mempunyai nilai kepen-
tingan sebesar 15,2%.
Dalam petunjuk teknik BOS terdapat
indikator yang menunjukan adanya keterbu-
kaan dalam pertanggungjawaban keuangan
kepada publik adalah sebagai berikut: Per-
tama, mengumumkan besarnya dana yang
diterima dan dikelola oleh sekolah dan ren-
cana penggunaan dana BOS di papan peng-
umuman sekolah yang ditandatangani oleh Ke-
pala sekolah, bendahara, dan ketua komite
sekolah. Kedua, mengumumkan pengguna-
an dana BOS di papan pengumuman
Hasil temuan peneliti terhadap nilai
transparansi berdasarkan tingkat kepenting-
an informan jika dibandingkan dengan nilai
serta implementasi transparansi pada petun-
juk teknik BOS menunjukan bahwa publi-
kasi informasi laporan keuangan pada wali-
murid secara tertulis pada papan pengumum-
an sekolah mempunyai nilai kepentingan dan
skala prioritas paling akhir di satuan pendi-
dikan Perwanida. Jika ditinjau dari petunjuk
teknik BOS keterbukaan dalam pertanggung-
jawaban keuangan publik salah satu indi-
katornya adalah mengumumkan besarnya da-
na yang diterima dan dikelola serta pengguna-
an dana BOS di papan pengumuman. Hal
ini menunjukan bahwa realita implementasi
di satuan pendidikan sangat berbeda dengan
kebijakan pemerintah yang tertuang dalam
sebuah petunjuk teknik dalam pengelolaan
keuangan bantuan operasional sekolah.
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Penutup
Peneliti dapat mengambil beberapa
simpulan tentang pengukuran skala prioritas
terhadap tingkat kepentingan informan, bah-
wa pada prinsipnya kebijakan akuntabilitas
yang sudah diimplementasikan di satuan pen-
didikan yang berkategori ruang lingkup sa-
tuan pendidikan besar mempunyai interpre-
tasi berbeda antara pelaksana teknik dan
pihak pegambil keputusan (bendahara dan
kepala madrasah). Hal ini terlihat bahwa
indikator dari beberapa kriteria yang digu-
nakan sebagai standar pengukuran mempu-
nyai skala prioritas yang berbeda. Skala pri-
oritas akuntabilitas informan berdasarkan hasil
pengukuran nilai kepentingan antara benda-
hara dan kepala madrasah mempunyai nilai
yang berbeda sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara pelaksana teknik dan pi-
hak pengambil keputusan dalam hal penge-
lolaan dan kebijakan keuangan.
Konflik kepentingan antara pelaksana
teknik dengan pihak pengambil kebijakan
diukur dari tingkat kepentingan ketika dalam
situasi sosial yang bersamaan menghasilkan
nilai indikator tingkat kepentingan yang meng-
hasilkan sebuah komitmen kebijakan dari
sebuah proses akuntabiltas. Dalam hal ini,
konfilk kepentingan antara pelaksana teknik
dengan pihak pengambil keputusan bisa
mengcover skala prioritas tingkat kepenting-
an mereka yang merupakan bagian dari se-
buah komitmen kebijakan terhadap peng-
elolaan keuangan terhadap beberapa ting-
kat kepentingan informan tersebut. Komit-
men kebijakan terhadap pengelolaan keuang-
an merupakan salah satu bagian dari sebuah
proses nilai-nilai akuntabilitas yang dapat diim-
plementasikan di sebuah satuan pendidikan.
Di sisi lain, nilai-nilai transparansi dari
sebuah pertanggungjawaban keuangan pi-
hak pengelola anggaran muncul ketika se-
buah proses penggunaan anggaran yang di-
publikasikan kepada pihak stakeholder in-
ternal dan eksternal dari satuan pendidikan.
Implementasi publikasi yang diasumsikan pi-
hak pengelola anggaran telah mengalami be-
berapa pergeseran. Jika mengacu pada pe-
laksanaan petunjuk teknik kebijakan peme-
rintah menggunakan standar yang ada yaitu
indikator keterbukaan dalam pertanggung-
jawaban dengan mengumumkan besarnya
dana yang diterima dan dikelola oleh seko-
lah serta rencana penggunaan dana BOS di
papan pengumuman sekolah.
Dalam implementasinya satuan pendi-
dikan Perwanida yang merupakan kategori
sekolah besar muncul indikator publikasi yang
sifatnya modernisasi seperti publikasi via web-
site, call center, facebook yang publikasi ini
dirasa akan lebih efektif dan mempermudah
akses informasi dibandingkan dengan standar
pada petunjuk teknik. Dengan munculnya in-
dikator keterbukaan seperti yang ada di sa-
tuan pendidikan yang berkategori besar, maka
akan mempermudah publik seperti stake-
holder internal dan eksternal dalam meng-
akses informasi tanpa harus terbatas dalam
ruang dan waktu.
Regulasi pemerintah juga mendukung
dalam menentukan pertanggungjawaban
yang bersifat akuntabel dan transparan. Rea-
litanya pemerintah belum mengatur standar
pagu terhadap alokasi penggunaan dana ban-
tuan operasional sekolah yang berkaitan lang-
sung dengan kepentingan siswa dan sifatnya
operasional yang dapat mendukung secara
tidak langsung terhadap kepentingan siswa.
Regulasi pemerintah seperti batasan peng-
alokasian dana akan dapat memberikan ke-
seragaman kebiajakan terhadap alokasi peng-
gunaan dana bantuan dalam implementasi-
nya di setiap periode anggaran satuan pen-
didikan.
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